Faktor sosial budaya (social and cultural factor) memerlukan
penataan kembali sesuai dengan nilainilai dan asas-asas kehidupan nasional
yang kini disebarluaskan melalui pemasyarakatan Pancasila, sehingga setiap
nilai dan unsur pemecah dapat dieleminie, baik yang berbentuk isu kelompok,
suku, agama, ras, dan adat istiadat. Kelompok-kelompok batas dibina sebagai

sarana sosial menuju kesatuan bangsa.*®

BAB I11

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang penulis ambil berdasarkan pembahasan dan uraian diatas

adalah sebagai berikut :

1. Dapat di ketahui bahwa modus dari pelaku tindak pidana tersebut werving
tersebut bertujuan untuk memperkaya diri sendiri dengan cara menjanjikan
korbanya bahwa pelaku dapat mengurus korban/anak korban menjadi

seorang prajurit TNI.

2. Sanksi yang daat di kenakan terhadap pelaku tindak pidana werving yang

pertama sesuai dengan ketentuan KUHP tentang penipuan (378 KUHP) dan

3% Henkie Liklikuwata. Op.Cit. h 266-273.
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penggelapan (372 KUHP) lalu di susul dengan sanksi administrasi yang

melekat pada prajurit TNI yakni dalam pasal 126 KUHPM dan KUHDPM

pasal 12 ayat (1) dan (2).

B. Saran

Saran penulis berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya serta

kesimpulan diatas adalah :

Buku

1. Menurut penulis baiknya di lakukan transparansi yang lebih terbuka

dalam penerimaan calon prajurit dan di berikan tanda dari petinggi baik
penjabat maupun instansi yang berwenang kepada panitia yang terlibat
dalam penerimaan calon anggota ,sehingga masyarakat sipil dapat

membeedakan untuk menghindari modus pelaku tersebut.

2. Sanksi yang di berikan sudah cukup memberikan hukuman yang berat ,

akan tetapi masi banyak anggota yang masih menghiraukanya karna
anggota TNI yang melakukan tindak pidana tersebut biasanya di
belakangi oleh jabatan yg lebih tinggi dengan penjatuhan hukuman yang

lebih ringan , baiknya rantai saling membackup seperti ini di usut tuntas .
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